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ABSTRAK 
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, ternyata memiliki bukti kepemilikan tanah berupa 

SHM atas tanah ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru 

berdasarkan UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil 

penelitian yaitu penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru 

berdasarkan UUPA adalah sudah terlaksana tetapi hasilnya belum maksimal. SHM yang diterbitkan oleh 

BPN Kota Pekanbaru kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru dan 

dibatalkan oleh Majelis Hakim di PTUN Pekanbaru. Implikasi hukum penyelesaian sengketa pertanahan 

terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah putusan PTUN 

Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 berimplikasi membatalkan dan mencabut SHM yang 

diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di PTUN Pekanbaru 

berdasarkan UUPA adalah hambatannya yaitu objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang diletakkan 

sita, sedangkan upaya mengatasi hambatan yaitu mengajukan Gugatan pembatalan Hak Tanggungan di 

Pengadilan Negeri. 

Kata kunci: Sengketa Tanah, PTUN, Pembatalan SHM 

 

ABSTRACT 
Article 20, Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law (UUPA) defines the Right of Ownership (*Hak Milik*) 

as the most enduring and absolute hereditary right a person can hold over land. However, possessing a 

*Sertipikat Hak Milik* (SHM)—an official Certificate of Ownership—does not necessarily guarantee legal 

certainty for the landowner. This study aims to explain the resolution of land disputes concerning the 

cancellation of SHM titles at the Pekanbaru Administrative Court (PTUN Pekanbaru) under the UUPA 

framework. A socio-legal research method was employed. The findings indicate that while the dispute 

resolution process regarding SHM cancellation at PTUN Pekanbaru has been carried out, the results have 

not been optimal. An SHM issued by the Pekanbaru City National Land Agency (BPN) was successfully 

challenged by an SKGR (Land Tenure Recognition Letter) issued by the Head of Bukit Raya District, 

Pekanbaru City, resulting in the SHM's cancellation by the panel of judges at PTUN Pekanbaru. The legal 

implication of this resolution—specifically regarding the ruling in Case No. 2/G/2024/PTUN.PBR—is the 

cancellation and revocation of the SHM previously issued by the Pekanbaru City BPN. Obstacles identified 

in the resolution process include the inability to execute the court's ruling because the property in question is 

subject to a seizure order; the proposed solution to this obstacle is to file a separate lawsuit in the District 

Court seeking the cancellation of the *Hak Tanggungan* (Land Security Right/Mortgage) attached to the 

property. 

Keywords: Land Dispute, Administrative Court (PTUN), SHM Cancellation 
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1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, 

terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Dari observasi prapenelitian yang dilakukan di PTUN Pekanbaru pada tahun 2024, penulis 

memperoleh informasi dan data bahwa ada perkara sengketa pertanahan antara SHM yang 

diterbitkan oleh BPN melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat. Ternyata SHM yang diterbitkan 

oleh BPN Pekanbaru kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat BukitRaya Pekanbaru dan 

dibatalkan oleh Majelis Hakim di PTUN Pekanbaru. Perkara ini tertuang dalam Putusan PTUN 

Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024. 

Sebagai bahan perbandingan, penulis juga menemukan ada perkara sengketa pertanahan 

lainnya antara SHM yang diterbitkan oleh BPN melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat yang 

hasilnya SHM yang diterbitkan oleh BPN kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat yaitu 

berdasarkan: 

1. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 37/G/2023/PTUN.PBR tahun 2023 

2. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR tahun 2025. 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian Tesis dengan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di 

PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan 

SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA? 

3. Bagaimanakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan terhadap pembatalan SHM atas Tanah di PTUN Pekanbaru? 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, 

Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum 

positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat (Ali, 2022). Pendekatan yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah statute approach dan case 

approach di PTUN Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di PTUN Pekanbaru. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, Data sekunder, dan Data tersier. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Studi 

kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyelesaian Sengketa Pertanahan terhadap Pembatalan SHM atas Tanah di PTUN 

Pekanbaru 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Hakim PTUN Pekanbaru sekaligus Ketua 

Majelis Hakim perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR diketahui bahwa Hanna Mawaddah memiliki 

3 bidang tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya di Kel.Rejosari Kec.BukitRaya 

Pekanbaru dengan bukti kepemilikan tanah yaitu: 

1. SKGR Camat BukitRaya Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 atas nama Hasnita 

seluas 500 m2 di RT 01/RW 10 Kel.Rejosari Kec.BukitRaya Pekanbaru 

2. SKGR Camat BukitRaya Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 atas nama Hidayati 

seluas 500 m2 di RT 01/RW 10 Kel.Rejosari Kec.BukitRaya Pekanbaru 
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3. SKGR Camat BukitRaya Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 atas nama Safruddin 

seluas 500 m2 di RT 01/RW 10 Kel.Rejosari Kec.BukitRaya Pekanbaru. 

Hakim PTUN Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Hakim perkara Nomor: 

2/G/2024/PTUN.PBR menambahkan bahwa pada tahun 2024, Hanna Mawaddah menggugat 

Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru di PTUN Pekanbaru karena telah menerbitkan puluhan SHM 

di atas tanah warisan dari orang tuanya tersebut. Berdasarkan Putusan Nomor: 

2/G/2024/PTUN.PBR diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Hanna Mawaddah 

untuk seluruhnya. 

Hakim PTUN Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Hakim perkara Nomor: 

2/G/2024/PTUN.PBR juga menambahkan bahwa Majelis Hakim PTUN Pekanbaru yang dipimpin 

oleh Ros Endang Naibaho, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Rahmad Tobrani, S.H., M.H. dan 

Rahmadian Novira, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota memutuskan bahwa: 

EKSEPSI 

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima. 

POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan batal: 

a. SHM Nomor: 2801 tanggal 14 Maret 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

01791/2006 tanggal 7 Desember 2006, seluas 7.560 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya yaitu: 

1) SHM Nomor: 3036 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02162/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

2) SHM Nomor: 3037 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Alex Duska, Surat Ukur Nomor 

02163/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

3) SHM Nomor: 3038 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02164/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

4) SHM Nomor: 3039 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02165/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

5) SHM Nomor: 3040 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02166/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

6) SHM Nomor: 3041 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Cialex Malauis, Surat Ukur 

Nomor 02167/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

7) SHM Nomor: 3042 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02168/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 121 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

8) SHM Nomor: 3043 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Carlesman, Surat Ukur Nomor 

02169/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 122 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

9) SHM Nomor: 3044 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02170/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 
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10) SHM Nomor: 3045 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Hermanto, Surat Ukur Nomor 

02171/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

11) SHM Nomor: 3046 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02172/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

12) SHM Nomor: 3047 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yusuf Supriadi, Surat Ukur 

Nomor 02173/2006 Tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

13) SHM Nomor: 3048 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Fadlin Arief, Surat Ukur Nomor 

02173/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

14) SHM Nomor: 3049 tanggal 20 Mei 2009 atas nama Hastuti Nengsri, Surat Ukur 

Nomor 03562/2009 tanggal 30 April 2009, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

15) SHM Nomor: 3050 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02176/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 131 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

16) SHM Nomor: 3051 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Wawan Kurniawan, Surat Ukur 

Nomor 02177/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

17) SHM Nomor: 3052 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Bambang Irawadi, Surat Ukur 

Nomor 02178/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

18) SHM Nomor: 3053 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Bambang Irawadi, Surat Ukur 

Nomor 02179/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

19) SHM Nomor: 3054 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02180/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

20) SHM Nomor: 3055 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02181/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

21) SHM Nomor: 3056 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02182/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

22) SHM Nomor: 3057 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02183/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 131 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

23) SHM Nomor: 4221 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 153 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

24) SHM Nomor: 4222 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Wawan Kurniawan, Surat 

Ukur Nomor 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 154 m2 di Jalan Satria 

Rejosari TenayanRaya Pekanbaru. 
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25) SHM Nomor: 4223 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 183 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

26) SHM Nomor: 4224 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Elsiwanti, Surat Ukur 

Nomor 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 161 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

27) SHM Nomor: 4225 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 111 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

28) SHM Nomor: 4226 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 168 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

29) SHM Nomor: 4252 tanggal 2 April 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, seluas 163 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

b. SHM Nomor: 3392 tanggal 17 Januari 2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, Surat 

Ukur Nomor 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, seluas 1.210 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya yaitu: 

1) SHM Nomor: 4214 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, 

Surat Ukur Nomor 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 155 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

2) SHM Nomor: 4215 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 162 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

3) SHM Nomor: 4216 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 151 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

4) SHM Nomor: 4217 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 151 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

5) SHM Nomor: 4218 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 162 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

6) SHM Nomor: 4219 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 52 m2 di Rejosari TenayanRaya 

Pekanbaru. 

7) SHM Nomor: 4220 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, 

Surat Ukur Nomor 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 128 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 

a. SHM Nomor: 2801 tanggal 14 Maret 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

01791/2006 tanggal 7 Desember 2006, seluas 7.560 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya yaitu: 

1) SHM Nomor: 3036 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02162/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 



 

 
Vol. 6, No. 1, Agustus 2026, 46-56 

 

51 

2) SHM Nomor: 3037 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Alex Duska, Surat Ukur Nomor 

02163/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

3) SHM Nomor: 3038 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02164/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

4) SHM Nomor: 3039 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02165/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

5) SHM Nomor: 3040 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02166/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

6) SHM Nomor: 3041 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Cialex Malauis, Surat Ukur 

Nomor 02167/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

7) SHM Nomor: 3042 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02168/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 121 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

8) SHM Nomor: 3043 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Carlesman, Surat Ukur Nomor 

02169/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 122 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

9) SHM Nomor: 3044 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02170/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

10) SHM Nomor: 3045 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Hermanto, Surat Ukur Nomor 

02171/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

11) SHM Nomor: 3046 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02172/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

12) SHM Nomor: 3047 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yusuf Supriadi, Surat Ukur 

Nomor 02173/2006 Tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

13) SHM Nomor: 3048 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Fadlin Arief, Surat Ukur Nomor 

02173/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

14) SHM Nomor: 3049 tanggal 20 Mei 2009 atas nama Hastuti Nengsri, Surat Ukur 

Nomor 03562/2009 tanggal 30 April 2009, seluas 120 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

15) SHM Nomor: 3050 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02176/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 131 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

16) SHM Nomor: 3051 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Wawan Kurniawan, Surat Ukur 

Nomor 02177/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 
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17) SHM Nomor: 3052 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Bambang Irawadi, Surat Ukur 

Nomor 02178/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

18) SHM Nomor: 3053 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Bambang Irawadi, Surat Ukur 

Nomor 02179/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

19) SHM Nomor: 3054 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02180/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

20) SHM Nomor: 3055 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02181/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

21) SHM Nomor: 3056 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02182/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 130 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

22) SHM Nomor: 3057 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

02183/2006 tanggal 15 Juni 2007, seluas 131 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

23) SHM Nomor: 4221 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 153 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

24) SHM Nomor: 4222 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Wawan Kurniawan, Surat 

Ukur Nomor 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 154 m2 di Jalan Satria 

Rejosari TenayanRaya Pekanbaru. 

25) SHM Nomor: 4223 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 183 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

26) SHM Nomor: 4224 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Elsiwanti, Surat Ukur 

Nomor 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 161 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

27) SHM Nomor: 4225 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 111 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

28) SHM Nomor: 4226 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, seluas 168 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

29) SHM Nomor: 4252 tanggal 2 April 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, seluas 163 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

b. SHM Nomor: 3392 tanggal 17 Januari 2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, Surat 

Ukur Nomor 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, seluas 1.210 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya yaitu: 

1) SHM Nomor: 4214 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, 

Surat Ukur Nomor 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 155 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 
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2) SHM Nomor: 4215 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 162 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

3) SHM Nomor: 4216 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 151 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

4) SHM Nomor: 4217 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 151 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

5) SHM Nomor: 4218 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 162 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

6) SHM Nomor: 4219 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Yulianti, Surat Ukur 

Nomor 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 52 m2 di Rejosari TenayanRaya 

Pekanbaru. 

7) SHM Nomor: 4220 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, 

Surat Ukur Nomor 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas 128 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru. 

 

Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan terhadap Pembatalan SHM atas Tanah 

di PTUN Pekanbaru 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan 

Sengketa Kantor Pertanahan Pekanbaru diketahui bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia 

berlandaskan adalah “Asas Positif Bertendensi Negatif” yang menggabungkan kelebihan sistem 

positif (memberikan jaminan hukum yang kuat) dan kelebihan sistem negatif (memungkinkan 

gugatan jika ada ketidakbenaran). Sistem ini menganggap SHM atas tanah sebagai alat bukti kuat 

(tetapi tidak mutlak), yang artinya data bisa digugat dalam batas waktu tertentu. 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Hakim PTUN Pekanbaru sekaligus Ketua 

Majelis Hakim perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR diketahui bahwa putusan PTUN Pekanbaru 

Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 berimplikasi membatalkan SHM yang diterbitkan oleh 

BPN Pekanbaru yaitu: 

1. SHM Nomor: 2801 tanggal 14 Maret 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

01791/2006 tanggal 7 Desember 2006, seluas 7.560 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya. 

2. SHM Nomor: 3392 tanggal 17 Januari 2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, Surat 

Ukur Nomor 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, seluas 1.210 m2 di Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya. 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Hakim PTUN Pekanbaru sekaligus Ketua 

Majelis Hakim perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR diketahui bahwa putusan PTUN Pekanbaru 

Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 juga berimplikasi mewajibkan Kantor Pertanahan 

Pekanbaru mencabut SHM yang diterbitkan oleh BPN Pekanbaru yaitu: 

1. SHM Nomor: 2801 tanggal 14 Maret 2007 atas nama Yulianti, Surat Ukur Nomor 

01791/2006 tanggal 7 Desember 2006, seluas 7.560 m2 di Jalan Satria Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya. 

2. SHM Nomor: 3392 tanggal 17 Januari 2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, Surat 

Ukur Nomor 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, seluas 1.210 m2 di Kelurahan Rejosari 

TenayanRaya Pekanbaru beserta pemecahannya. 
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Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

terhadap Pembatalan SHM atas Tanah di PTUN Pekanbaru 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Panitera PTUN Pekanbaru diketahui bahwa 

pada tahun 2024 ada 27 perkara sengketa pertanahan di PTUN Pekanbaru, sedangkan pada tahun 

2025 ada 40 perkara sengketa pertanahan di PTUN Pekanbaru. 

Pada tahun 2025, Hana Mawaddah telah memenangkan perkara dan berkekuatan hukum tetap 

melalui putusan PTUN Pekanbaru Nomor 2/G/2024/PTUN.PBR tanggal 26 Juni 2024, putusan 

PTTUN Medan Nomor 110/B/2024/PT.TUN.MDN tanggal 23 Oktober 2024, dan putusan MA 

Nomor 198K/TUN/2025 tanggal 15 April 2025. 

Hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di 

PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang 

diletakkan sita. 

Dari hasil wawancara penelitian Tesis dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan 

Sengketa Kantor Pertanahan Pekanbaru diketahui bahwa pemecahan dari SHM Nomor 2801 atas 

nama Yulianti sedang diletakkan sita pada Bank Pan Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Muamalat 

Indonesia. 

Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan 

SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah berdasarkan Pasal 41 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 diatur bahwa dalam hal hak 

atas tanah atau sertipikat tanah yang dibatalkan dibebani Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan 

batal jika: 

1. Dinyatakan oleh Pengadilan dalam perkara yang menempatkan pemegang Hak Tanggungan 

sebagai pihak. 

2. Dinyatakan dalam putusan Pengadilan dalam perkara yang tidak menempatkan pemegang 

Hak Tanggungan sebagai pihak. 

Meskipun putusan MA Nomor 198K/TUN/2025 tanggal 15 April 2025 telah berkekuatan 

hukum tetap, namun dikarenakan objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang diletakkan sita, 

maka upaya yang harus dilakukan yaitu pihak yang menang mengajukan Gugatan pembatalan Hak 

Tanggungan di PN. 

 

4. KESIMPULAN 

Penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru 

berdasarkan UUPA adalah sudah terlaksana tetapi hasilnya belum maksimal. Implikasi hukum 

penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru 

berdasarkan UUPA adalah putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 

berimplikasi membatalkan dan mencabut SHM yang diterbitkan oleh BPN Pekanbaru. Hambatan 

dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM 

atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah hambatannya yaitu objek putusan tidak 

bisa dieksekusi karena sedang diletakkan sita, sedangkan upaya mengatasi hambatan yaitu 

mengajukan Gugatan pembatalan Hak Tanggungan di PN. 
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